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RINGKASAN 
 

Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi 
segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi juga 
berarti memberikan kesempatan yang sama adilnya bagi laki-laki dan perempuan. 
Kesejahteraan umum akan tercapai jika perempuan, dan laki-laki mendapatkan peluang 
yang sama adil dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan politik. Indonesia sebagai 
negara yang menganut paham demokrasi, dalam menentukan arah dan kebijakan 
negara harus melibatkan keikutsertaan seluruh komponen masyarakat (baik laki-laki 
maupun perempuan), hal ini dicerminkan dengan keterwakilan mereka di lembaga 
legislatif sebagai pengemban kehendak rakyat. Keterwakilan harus mencerminkan 
keadilan dari komposisi penduduk, dimana jumlah peduduk perempuan hampir 
setengah dari penduduk Indonesia. 

Berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan, 
diantaranya UUD Negara Repulik Indonesia Tahun 1945, ratifikasi konvensi 
internasional yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan, Undang-undang Politik, 
dan Undang-undang Pemilu yang telah mengakomodir keterwakilan perempuan 
minimal 30 % , kenyataannya perempuan masih jauh tertinggal dengan laki- laki, 
khususnya di bidang politik. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sejak pemilu 
tahun 1955 sampai dengan pemilu tahun 2009, masih di bawah 20%. Implikasi 
minimnya keterwakilan perempuan di DPR RI, berdampak pada kehidupan politik 
karena kita akan kehilangan pengalaman, perspektif, dan nilai yang dibawa oleh wakil 
perempuan yang akan memperkaya proses politik menjadi lebih berempati, punya 
kepedulian dan belas kasih. Meminggirkan perempuan dalam politik sama saja artinya 
dengan mengabaikan perempuan dalam proses politik. Demokrasi tanpa keikutsertaan 
perempuan bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah untuk mencari, dan menemukan 
upaya peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI sesuai dengan Prinsip Keadilan, 
Hak Asasi Manusia (HAM), dan Demokrasi, dan memberi alternatif pemecahan untuk 
menata keterwakilan perempuan di DPR RI di masa yang akan datang minimal 30 % 
dapat diwujudkan. Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
hokum normatif , dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach, 
pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan filsafat (philosophical 
approach), pendekatan histories (historical approach), pendekatan perbandingan 
(comparative approach) untuk membandingkan pengalaman Negara Argentina dalam 
upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, , dimana peran 
kaum perempuan sangat giat memperjuangkan kebijakan afirmatif sehingga 
disahkannya Quota Law pada tahun 1991. Teori yang digunakan dalam menganalisis 
rumusan masalah yaitu teori social enggeneering, prinsip keadilan John Rawls, prinsip 
HAM, dan prinsip demokrasi. 

Hasil penelitian menunjukan: Keterwakilan perempuan di DPR RI, belum 
memenuhi prinsip keadilan, HAM, dan demokrasi, karena dalam UU Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Partai Politik, mengenai pendirian/pembentukan partai politik, 
kepengurusan, pengambilan keputusan, rekrutmen politik, dan pendidikan politik 
memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%, belum ada pasal mengenai 
sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, demikian halnya 



dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, kebijakan afirmatif dalam 
pencalonan, dan penempatan perempuan dalam daftar calon, belum seperti yang 
diharapkan. Menata keterwakilan perempuan di DPR RI yang sesuai dengan prinsip 
keadilan, HAM, dan demokrasi adalah dengan diberlakukan tindakan khusus 
sementara/affirmatif action dalam Undang-undang Partai Politik, mulai dari 
pembentukan/pendirian partai politik, pengambilan keputusan, rekrutmen politik, dan 
pendidikan politik wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%, dan 
Undang-undang Pemilu khususnya kebijakan afirmatif dalam pencalonan wajib 
memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%, dan penempatan perempuan 
dalam daftar dengan menggunakan zipper system tidak bolong, yaitu menyusun daftar 
calon dimulai dari nomer satu laki-laki atau perempuan, nomer dua, perempuan atau 
laki-laki, dan nomer tiga, laki-laki atau perempuan, dan seterusnya secara silang 
menyilang sampai caleg perempuan tidak ada lagi, sehingga diharapkan peluang 
perempuan terpilih lebih besar. 

Saran, Kebijakan afirmatif dalam Undang-undang Pemilu, dalam pencalonan, 
dan penempatan perempuan dalam daftar calon, harus memberikan peluang 
perempuan untuk terpilih, disertai sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi 
ketentuan tersebut. Pemilu prefrensial dapat dijadikan alternatif pada pemilu tahun 
2029, karena dapat menjamin keterwakilan perempuan di DPR RI, prinsip pokok sistem 
pemilu preferensial adalah pemilu tidak hanya sebagai instrumen untuk bersaing, 
melainkan juga sebagai instrumen untuk bekerjasama, di dalam memperebutkan (kursi) 
kekuasaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 

Purpose of the establishment of the Republic of Indonesia is to protect the whole 
Indonesian nation, and the entire homeland of Indonesia. Protecting also means 
providing equal opportunity fair for men and women. General welfare will be achieved if 
women, and men get the same fair chance in the economic, social, cultural and political. 
Indonesia as a country adopts democracy, in determining the direction and state 
policies must involve the participation of all components of society (both male and 
female), this is reflected by their representation in the legislature as a carrier of the will 
of the people. Representation should reflect the fairness of the composition of the 
population, where the number of women peduduk almost half of the population of 
Indonesia.  

Various legal instruments have been legitimized political participation for women, 
such as the Constitution State Republic of Indonesia Year 1945, ratification of 
international conventions relating to the representation of women, Law Politics and 
Elections Act which has to accommodate at least 30% representation of women, in 
reality women are still far left behind by men, especially in politics. Women's 
representation inlegislative elections since 1955 through the 2009 elections, is still 
below 20%. Implications of the lack of women representation in Parliament, have an 
impact on political life because we will lose the experience, perspectives and values 
brought by a representative of women who will enrich the political process becomes 
more empathetic, have a caring and compassionate. Marginalize women in politics is 
the same meaning regardless of women in the political process. Democracy without 
women's participation is not a real democracy. 

Formulation of the problem in this study, is to seek, and find the efforts to 
increase women's representation in the House of Representatives in accordance with 
the Principles of Justice, Human Rights (Human Rights), and Democracy, and provide 
alternative solutions for managing the representation of women in Parliament in the 
future minimum of 30% can be realized. Research methods, this type of study is a 
normative legal research, with the approach of legislation (Statute approach, approach 
to the concept (conceptual approach), approach to philosophy (Philosophical approach), 
the historical approach (historical approach), the comparative approach (comparative 
approach) to compare Argentina Country experiences in an effort to increase the 
representation of women in legislative bodies, where the role of women is very keen to 
fight for affirmative action policies so that the legalization of the Quota Law in 1991. The 
theory is used in analyzing the problem formulation enggeneering social theory, John 
Rawls's principles of justice, human rights principles, and democratic principles. 

The results showed: Women's representation in the House of Representatives, 
not to satisfy the principle of justice, human rights and democracy, for in Law Number 2 
Year 2011 regarding Political Parties, on the establishment / formation of political 
parties, management, decision making, political recruitment, and pay attention to 
political education representation of women at least 30%, there is no chapter on 
sanctions for political parties that do not meet these provisions, as well as with Law 
Number 10 Year 2008 regarding General Election, affirmative policies in nomination, 
and the placement of women on the list of candidates, not as expected. Restructure 
representation of women in Parliament in accordance with the principles of justice, 



human rights, and democracy is to apply temporary special measures / affirmatif action 
in the Political Parties Act, ranging from the formation / establishment of political parties, 
decision making, political recruitment and political education compulsory attention to the 
representation of women at least 30%, and the Election Act especially in the nomination 
of an affirmative policy shall take into account the representation of women at least 
30%, and the placement of women in the list by using the zipper system is not 
perforated, which is compiling a list of candidates starting from number one male or 
female , number two, female or male, and number three, male or female, and so are 
cross-crossed to female candidates is no more, so expect a greater chance of women 
elected.  

Advice, affirmative policy in Election Law, the nomination, and the placement of 
women on the list of candidates, should give women an opportunity to elect, 
accompanied by sanctions for political parties that do not meet these provisions. 
Prefrensial elections may be an alternative to the elections in 2029, because it can 
ensure women's representation in the House of Representatives, the main principle of 
preferential electoral system is the election not only as an instrument to compete, but 
also as an instrument for cooperation, in the fight (chair) of power. 
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